BAB |
PENDAHULUAN

1.1 Segarah PolresMajalengka

Pada dasarnya instansi penegak hukum kepolisiamblikpndonesia
berdiri serentak ketika negara kita yakni Repubiitonesia merdeka pada tahun
17 Agustus 1945 demikian juga dengan Polres majkéepun berdiri sejak 1945
ketika merdeka.

Pada zaman Hindia Belanda Kedudukan, tugas, furayganisasi,
hubungan dan tata cara kerja kepolisian pada zariadia Belanda tentu
diabdikan untuk kepentingan pemerintah kolonialmfa jatuhnya Hindia
Belanda, kepolisian tidak pernah sepenuhnya di ba®apartemen Dalam
Negeri. Di Departemen Dalam Negeri memang berkdiioofd van de Dienst
der Algemene Politie” yang hanya bertugas di bidadginistrasi/pembinaan,
seperti kepegawaian, pendidikan SPN (Sekolah Pdbsgjeri di Sukabumi), dan
perlengkapan kepolisian.

Wewenang operasional kepolisian ada pada residery yhAbantu
asisten residen. Rechts politie dipertanggungjaaaljada procureur generaal
(aksa agung). Pada masa Hindia Belanda terdapatalsam-macam bentuk
kepolisian, seperti veld politie (polisi lapangas}ands politie (polisi kota), cultur
politie (polisi pertanian), bestuurs politie (pol@mong praja), dan lain-lain.

Sejalan dengan administrasi negara waktu itu, gemgolisian juga
diterapkan pembedaan jabatan bagi bangsa Belamdaritaumi. Pada dasarnya

pribumi tidak diperkenankan menjabat hood agennt#ipd), inspekteur van
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politie, dan commisaris van politie. Untuk pribuselama menjadi agen polisi
diciptakan jabatan seperti mantri polisi, asisteadana, dan wedana polisi.
Demikian pula dalam praktek peradilan pidana testiggerbedaan kandgerecht
dan raad van justitie.

1.1.1 Zaman Pendudukan Jepang

Pada masa pendudukan Jepang 1942-1945, pemerinkaipatisan
Jepang membagi Indonesia dalam dua lingkungan kaknayaitu:

1. Sumatera, Jawa, dan Madura dikuasai oleh Angkaaaat Jepang.
2. Indonesia bagian timur dan Kalimantan dikuasagktatan Laut Jepang.

Dalam masa ini banyak anggota kepolisian bangsaonksla
menggantikan kedudukan dan kepangkatan bagi baBgkmda sebelumnya.
Pusat kepolisian di Jakarta dinamakan keisatsuabiukdpalanya disebut keisatsu
elucho. Kepolisian untuk Jawa dan Madura juga lkrdekan di Jakarta, untuk
Sumatera berkedudukan di Bukittinggi, Indonesiaidragimur berkedudukan di
Makassar, dan Kalimantan berkedudukan di Banjammasi

Tiap-tiap kantor polisi di daerah meskipun dikepadéeh seorang
pejabat kepolisian bangsa Indonesia, tapi selalandpingi oleh pejabat Jepang
yang disebut sidookaan yang dalam praktek lebitkuazesia dari kepala polisi.
Beda dengan zaman Hindia Belanda yang menganut pdida akhir masa
pendudukan Jepang yang berwenang menyidik hanyiai man polisi juga
memimpin organisasi yang disebut keibodan.

1.1.2 Zaman Revolusi Fisk

Tidak lama setelah Jepang menyerah tanpa syaratd&e@ekutu,
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pemerintah militer Jepang membubarkan Peta dan Gyy-sedangkan polisi
tetap bertugas, termasuk waktu Soekarno-Hatta nokiapnasikan kemerdekaan
Indonesia pada tanggal 17 Agustus 1945. Secarai rkgpolisian menjadi
kepolisian Indonesia yang merdeka.

Inspektur Kelas | (Letnan Satu) Polisi Mochammassiitga Komandan
Polisi di Surabaya, pada tanggal 21 Agustus 194mpneklamasikan kedudukan
polisi sebagai Polisi Republik Indonesia menyushédtuknya Badan Kepolisian
Negara (BKN) oleh Panitia Persiapan Kemerdekaaariesia (PPKI) tanggal 19
Agustus 1945. Pada 29 September 1945 Presiden RhtikeKepala Kepolisian
RI (Kapolri) pertama Jenderal Polisi R.S. SoekaAttapun ikrar Polisi Istimewa
tersebut berbunyi:

“Oentoek bersatoe dengan rakjat dalam perdjoeamgampertahankan
Proklamasi 17 Agoestoes 1945, dengan ini menyatRkelisi Istimewa sebagai
Poelisi Repoeblik Indonesia.”

1.1.3 Kepolisian Pasca Proklamasi

Setelah proklamasi, tentunya tidak mungkin mendgaeraturan
perundang-undangan, karena masih diberlakukanysaraperundang-undangan
Hindia Belanda, termasuk mengenai kepolisian, sejgecantum dalam peraturan
peralihan UUD 1945. Tanggal 1 Juli 1946 dengan tepen Pemerintah No.
11/SD/1946 dibentuk Djawatan Kepolisian Negara ydmggtanggung jawab
langsung kepada perdana menteri. Semua fungsi ikgpoldisatukan dalam
Jawatan Kepolisian Negara yang memimpin kepoligiarseluruh tanah air.

Dengan demikian lahirlah Kepolisian Nasional Ind&aeyang sampai hari ini
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diperingati sebagai Hari Bhayangkara.

Hal yang menarik, saat pembentukan Kepolisian Nedganhun 1946
adalah jumlah anggota Polri sudah mencapai 31.@26opel, sedang jumlah
penduduk saat itu belum mencapai 60 juta jiwa. Randemikian “police
population ratio” waktu itu sudah 1:500. (Pada 20@dngan jumlah penduduk
210 juta jiwa, jumlah polisi hanya 170 ribu perdpatau 1:1.300)

Sebagai bangsa dan negara yang berjuang mempdsdahan
kemerdekaan maka Polri di samping bertugas selpegeagak hukum juga ikut
bertempur di seluruh wilayah RI. Polri menyatakaringa “combatant” yang
tidak tunduk pada Konvensi Jenewa. Polisi Istimediganti menjadi Mobile
Brigade, sebagai kesatuan khusus untuk perjuangeseijata, seperti dikenal
dalam pertempuran 10 November di Surabaya, di ffaimhatera Utara, Sumatera
Barat, penumpasan pemberontakan PKI di Madiun]aladain.

Pada masa kabinet presidential, pada tanggal 4 u&ebr1948
dikeluarkan Tap Pemerintah No. 1/1948 yang meneatapiahwa Polrii dipimpin
langsung oleh presiden/wakil presiden dalam kedadulsebagaii perdana
menteri/wakil perdana menteri.

Pada masa revolusi fisik, Kapolri Jenderal Poliss.RSoekanto telah
mulai menata organisasi kepolisian di seluruh valayRl. Pada Pemerintahan
Darurat Rl (PDRI) yang diketuai Mr. Sjafrudin Praaviegara berkedudukan di
Sumatera Tengah, Jawatan Kepolisian dipimpin KBPatJi®aid (tanggal 22

Desember 148).
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1.1.4 Zaman RIS

Hasil Konferensi Meja Bundar antara Indonesia deafaBda dibentuk
Republik Indonesia Serikat (RIS), maka R.S. Sukatiémgkat sebagai Kepala
Jawatan Kepolisian Negara RIS dan R. Sumanto da&ngkbagai Kepala
Kepolisian Negara Rl berkedudukan di Yogyakarta.

Dengan Keppres RIS No. 22 tahun 1950 dinyatakanvéalawatan
Kepolisian RIS dalam kebijaksanaan politik poligsibberada di bawah perdana
menteri dengan perantaraan jaksa agung, sedangilam chal administrasi
pembinaan, dipertanggungjawabkan pada menteri dadgeri.

Umur RIS hanya beberapa bulan. Sebelum dibentulafdel§esatuan
Rl pada tanggal 17 Agustus 1950, pada tanggal i71.95® dengan Tap Presiden
RIS No. 150, organisasi-organisasi kepolisian reeg@gara bagian disatukan
dalam Jawatan Kepolisian Indonesia. Dalam pelebteesebut disadari adanya
kepolisian negara yang dipimpin secara sentrak lbaibidang kebijaksanaan
siasat kepolisian maupun administratif, organissitor
1.1.5 Zaman Demokrasi Parlementer

Dengan dibentuknya negara kesatuan pada 17 Agu€i68 dan
diberlakukannya UUDS 1950 yang menganut sistemepahter, Kepala
Kepolisian Negara tetap dijabat R.S. Soekanto yartanggung jawab kepada
perdana menteri/presiden.

Waktu kedudukan Polri kembali ke Jakarta, karerlanbeada kantor
digunakan bekas kantor Hoofd van de Dienst der iAlyee Politie di Gedung

Departemen Dalam Negeri. Kemudian R.S. Soekantoemoanakan kantor
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sendiri di Jalan Trunojoyo 3, Kebayoran Baru, Jak&elatan, dengan sebutan
Markas Besar Djawatan Kepolisian Negara Rl (DKNhg/anenjadi Markas
Besar Kepolisian sampai sekarang. Ketika itu mengeblung perkantoran
termegah setelah Istana Negara.

Sampai periode ini kepolisian berstatus tersendiriara sipil dan
militer yang memiliki organisasi dan peraturan g@gisendiri. Anggota Polri
terorganisir dalam Persatuan Pegawai Polisi Replidionesia (P3RI) tidak ikut
dalam Korpri, sedangkan bagi istri polisi semengkman revolusi sudah
membentuk organisasi yang sampai sekarang dikexmglash nama Bhayangkari
tidak ikut dalam Dharma Wanita ataupun Dharma Rerrganisasi P3RI dan
Bhayangkari ini memiliki ketua dan pengurus sea@mokratis dan pernah ikut
Pemilu 1955 yang memenangkan kursi di Konstituaate Parlemen. Waktu itu
semua gaji pegawai negeri berada di bawah gajiaagkperang, namun P3RI
memperjuangkan perbaikan gaji dan berhasil melahirReraturan Gaji Polisi
(PGPOL) di mana gaji Polri relatif lebih baik dilsting dengan gaji pegawai
negeri lainnya (mengacu standar PBB).

Dalam periode demokrasi parlementer ini perdanatenietian kabinet
berganti rata-rata kurang satu tahun. Polri yangan di bawah perdana menteri
membenahi organisasi dan administrasi serta merabalagporatorium forensik,
membangun Polisi Perairan (memiliki kapal polisiukeiran 500 ton) dan juga
membangun Polisi Udara serta mengirim ratusan par®Rolri belajar ke luar

negeri, terutama ke Amerika Serikat.
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1.1.6 Zaman Demokrasi Terpimpin

Dengan Dekrit Presiden 5 Juli 1959, setelah kegag&lonstituante,
Indonesia kembali ke UUD 1945, namun dalam pelaaamya kemudian banyak
menyimpang dari UUD 1945. Jabatan Perdana Meradmi.(Ir. Juanda) diganti
dengan sebutan Menteri Pertama, Polri masih tetapadah pada Menteri
Pertama sampai keluarnya Keppres No. 153/195%ngghal 10 Juli di mana
Kepala Kepolisian Negara diberi kedudukan Mentegéta ex-officio.

Pada tanggal 13 Juli 1959 dengan Keppres No. 15@/k@polri juga
menjabat sebagai Menteri Muda Kepolisian dan Merterda Veteran. Pada
tanggal 26 Agustus 1959 dengan Surat Edaran MenRaitama No.
1/MP/RI1959, ditetapkan sebutan Kepala Kepolisiaegdda diubah menjadi
Menteri Muda Kepolisian yang memimpin Departemepdisian (sebagai ganti
dari Djawatan Kepolisian Negara).

Waktu Presiden Soekarno menyatakan akan memberBi Aang
terdiri dari Angkatan Perang dan Angkatan KepatisiaR.S. Soekanto
menyampaikan keberatannya dengan alasan untuk gaerpeofesionalisme
kepolisian. Pada tanggal 15 Desember 1959 R.S.a8teknengundurkan diri
setelah menjabat Kapolri/Menteri Muda Kepolisiaehiagga berakhirlah karir
Bapak Kepolisian RI tersebut sejak 29 Septembel5 18ingga 15 Desember
1959.

Dengan Tap MPRS No. Il dan Il tahun 1960 dinyatakahwa ABRI
terdiri atas Angkatan Perang dan Polisi Negara.d&sarkan Keppres No.

21/1960 sebutan Menteri Muda Kepolisian ditiadakiam selanjutnya disebut
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Menteri Kepolisian Negara bersama Angkatan Perammya dan dimasukkan
dalam bidang keamanan nasional.

Tanggal 19 Juni 1961, DPR-GR mengesahkan UU Polemolisian
No. 13/1961. Dalam UU ini dinyatakan bahwa keduduRalri sebagai salah satu
unsur ABRI yang sama sederajat dengan TNI AD, Adn AU. Dengan Keppres
No. 94/1962, Menteri Kapolri, Menteri/KASAD, Menid&ASAL,
Menteri/KSAU, Menteri/Jaksa Agung, Menteri Urusaet&fan dikoordinasikan
oleh Wakil Menteri Pertama bidang pertahanan keamabDengan Keppres No.
134/1962 menteri diganti menjadi Menteri/Kepala f Séangkatan Kepolisian
(Menkasak).

Kemudian Sebutan Menkasak diganti lagi menjadi efRtanglima
Angkatan Kepolisian (Menpangak) dan langsung bggang jawab kepada
presiden sebagai kepala pemerintahan negara. Dafgapres No. 290/1964
kedudukan, tugas, dan tanggung jawab Polri ditemdebagai berikut:

a. Alat Negara Penegak Hukum.
b. Koordinator Polsus.

c. Ikut serta dalam pertahanan.
d. Pembinaan Kamtibmas.

e. Kekaryaan.

f. Sebagai alat revolusi.

Berdasarkan Keppres No. 155/1965 tanggal 6 Julblpéndidikan
AKABRI disamakan bagi Angkatan Perang dan Polriasel satu tahun di

Magelang. Sementara di tahun 1964 dan 1965, pemdaki bertambah besar
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karena politk NASAKOM Presiden Soekarno, dan PKulan menyusupi
mempengaruhi sebagian anggota ABRI dari keempaizdizug.
1.1.7 Zaman Orde Baru

Karena pengalaman yang pahit dari peristiva G305/RENng
mencerminkan tidak adanya integrasi antar unsumwudsBRI, maka untuk
meningkatkan integrasi ABRI, tahun 1967 dengan 3&siden No. 132/1967
tanggal 24 Agustus 1967 ditetapkan Pokok-Pokok @isgai dan Prosedur
Bindang Pertahanan dan Keamanan yang menyatakan ABRipakan bagian
dari organisasi Departemen Hankam meliputi AD, Ml , dan AK yang
masing-masing dipimpin oleh Panglima Angkatan dartamggung jawab atas
pelaksanaan tugas dan kewajibannya kepada Menh#p&agab. Jenderal
Soeharto sebagai Menhankam/Pangab yang pertama.

Setelah Soeharto dipilih sebagai presiden padantdl@68, jabatan
Menhankam/Pangab berpindah kepada Jenderal M. &oaeag Kemudian
ternyata betapa ketatnya integrasi ini yang damygmksangat menyulitkan
perkembangan Polri yang secara universal memargnbakgkatan perang.

Pada tahun 1969 dengan Keppres No. 52/1969 seliaaglima
Angkatan Kepolisian diganti kembali sesuai UU N8/1B61 menjadi Kepala
Kepolisian Negara RI, namun singkatannya tidak IK¢&N tetapi Kapolri.
Pergantian sebutan ini diresmikan pada tanggali 1969.

Pada HUT ABRI tanggal 5 Oktober 1969 sebutan Paragi\D, AL,
dan AU diganti menjadi Kepala Staf Angkatan. Paglseknpatan tersebut anggota

AL danAU memakai tanda TNI di kerah leher, sedangRalri memakai tanda
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Pol. Maksudnya untuk menegaskan perbedaan antaleafem Perang dan Polisi.
1.1.8 Zaman Refor masi

Adanya Ketetapan MPR No. X/MPR/1998 tentang Refaintalah
melahirkan Inpres No. 2/1999 tanggal 1 April 1998lach era Presiden BJ
Habibie yang memisahkan Polri dan TNI karena dkasamemang terdapat
perbedaan fungsi dan cara kerja dihadapkan dengah society. Untuk
sementara, waktu itu, Polri masih diletakkan di @awMenteri Pertahanan
Keamanan. Akan tetapi, karena pada waktu itu Med#ar Panglima TNI dijabat
orang yang sama (Jenderal TNI Wiranto), maka mgemisahan tidak berjalan
efektif.

Sementara peluang yang lain adalah Ketetapan MPR MN@000
tanggal 18 Agustus 2000 yang menetapkan secara aganya pemisahan Polri
dan TNI, yang selanjutnya diikuti pula oleh KetetagVlPR No. VII/2000 yang
mengatur peran TNI dan Polri secara tegas.

Sementara itu, sebelum ketetapan-ketetapan terdebtdas digulirkan,
pada HUT Bhayangkara 1 Juli 2000 dikeluarkan Keppk®. 89/2000 yang
melepaskan Polri dari Dephan dan menetapkan lagd2aini di bawah presiden.

Kendati Keppres ini sering disoroti sebagai bahes@ena Kepolisian
akan digunakan sewenang-wenang oleh presiden, sesaumgguhnya ia masih
bisa dikontrol oleh DPR dan LKN (Lembaga Kepolisidtasinal) yang
merupakan lembaga independen.

Adapun tantangan yang dihadapi Polri dewasa ini Kandepan,

terutama adalah perubahan paradigma pemolisian s@swgai dengan paradigma
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baru penegakan hukum yang lebih persuasif di netgmeokratis, di mana hukum
dan polisi tidaklah tampil dengan mengumbar ancaammaman hukum yang
represif dan kadang kala menjebak rakyat, melainteanpil lebih simpatik,
ramah, dan familier.

Memberi peluang tumbuhnya dinamika masyarakat dalam
menyelesaikan konfliknya sampai pada taraf tertdviemberi peluang berfungsi
dan kuatnya pranata-pranata sosial dalam masyasafmrti adanya perasaan
malu, perasaan bersalah, dan perasaan takut biteelakukan penyimpangan,
sehingga mendorong warga patuh pada hukum seeensahl
1.2 Segarah Divisi Satuan Binmas

Pada divisi satuan binamitra masyarakat atau dikeleagan Sat
Binmas pada awalnya dibentuk dari tahun 1996 saudgragan sekarang. Satuan
binmas belum state of being, bertugas sebagai upslaksana yang berada
dibawah Kapolres. Ketika awal tahun 2000-an sirgkaérsebut sempat berubah
menjadi bimmas namun hingga sekarang kembali mehjathas, namun pada
dasarnya pada tugas pokoknya tetap sama yaitu aekagrdinasi, pembinaan,
pengawasan, pengamanan dan kerjasama terhadaprmagyarakat.

Dengan seiiringnya perkembangan yang terjadi diyarakat Binmas
Polri semakin memantapkan langkahnya untuk mengétga dan nama baik di
mata masyarakat. Dalam program kerjanya yang tencadi Undang — undang,
semua dengan jelas dapat dilihat publik atau unidani segi unit Binmas untuk
semua pelayanan umum telah terstruktur dengandaaitoenar.

Hingga sekarang satuan binmas telah memasuki duaia untuk
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mengerjakan tugasnya agar lebih efektif dan efisraolai dari satuan tugas
pokok hingga pelayanan pengaduan sosial secamaninddari kalangan muda
hingga tua dapat mengaksesnya di internet. Semaggman — pelayanan yang
dilakukan binmas sebagai abdi Negara merupakars tangdia demi menciptakan
situasi masyarakat yang aman, kondusif, dan seghte
1.3 Struktur instans

Pada struktur instansi di Polres Majalengka terddmkalam Peraturan
Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia nomart&hun 2010 tentng
Susunan Organisasi dan Tata kerja Pada Tingkat lisepo Resort dan
Kepolisian Sektor. Bahwa untuk melaksanakan keteanasal 37 dan pasal 39
Peraturan Presiden Nomer 52 Tahun 2010 tentangh@unsorganisasi dan tata
kerja kepolisian Negara republik Indonesia, perlenetapkan peraturan kepala
kepolisian Negara republic Indonesa tentang susumganisasi dan tata kerja
pada tingkat kepolisian resort dan sektor.

ORGANISASI POLRES

Bagian Kesatu
Kedudukan, tugas, dan fungs
Paragraf 1
Kedudukan
Pasal 4
1) Polres merupakan satuan organisasi Polri yang 8edkgkan di ibukota

kabuaten/kota di daerah hukum masing masing.
2) Polres sebagaimana dimaksud pada ayat (1) teediri d
a. Tipe Metropolitan

b. Tipe Polrestabes
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c. Tipe Polresta dan
d. Tipe Polres.
3) Dalam hal pemekaran kabupaten /kota, pada suatyatil dapat dibentuk
Polres baru sesuai dengan ketentuan peraturandagrgimindangan.
Paragraf 2
Tugas
Pasal 5

Polres bertugas menyelenggarakan tugas pokok dakmmelihara keamanan dan

ketertiban masyarakat, menegakan hukum, serta mé@mbe perlindungan,

pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat daksarehkan tugas tugas

Polri lainnya dalam daerah hukum Polres, sesuagaterketentuan peraturan

perundang undangan.

Paragraf 3
Fungsi
Pasal 6

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dpésal 5, Polres

menyelenggarakan fungsi :

a. Pemberian pelayanan kepolisian kepada masyarakahd@entuk penerimaan
dan penanganan laporan/pengaduan, pemberian baui@anpertolongan
termasuk pengamanan kegiatan masyarakat dan ingp@nserintah dan
pelayanan surat izin/keterangan, serta pelayanaigapean atas tindakan

anggota Polri sesuai dengan ketentuan peraturangemg undangan;
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b. Pelaksanaan fungsi intelijen dalam bidang keamanara terselenggaranya

deteksi dini €arly detection) an peringatan dinieérly warning);

c. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana, funggentifikasi dan fungsi
laboratorium forensik lapangan dalam rangka persmgakukum, serta

pembinaan, koordinasi, dan pengawasan penyidikweagsegri sipil (PPNS);

d. Pembinaan masyarakat yang meliputi pemberdayaaryansst melalui
perpolisian masyarakat, pembinaan dan pengembargartuk bentuk
pengamanan swakarsa dalam rangka peningkatan kasadan ketaatan
warga masyarakat terhadap hukum dan ketentuan upsmatperundang
undangan, terjalinnya hubungan antara Polri dengasyarakat, koordinasi

dan pengawasan kepolisian khusus;

e. Pelaksanaan fungsi sabhara, meliputi kegiatan persga penjagaan,
pengawalan, patroli (turjawali) serta pengaman &agi masyarakat dan
pemerintah, termasuk penindakan tindak pidana mirffgpiring), pengamanan
unjuk rasa dan pengendalian massa, serta pengarobjednvital, pariwisasta

danvery importan person (VIP);

f. Pelakksanaan fungsi lalu lintas, meliputi kegiatamjawali lalu lintas,
termasuk penindakan pelanggaran dan penyidikande@n lalu lintas serta
registrasi dan identifikasi kendaraan bermotor malangka penegakan hukum

dan pembinaan keamanan, keselamatan, ketertibakedalakaan lalu lintas;

g. Pelaksanaan fungsi kepolisian perairan, meliputjidtan patroli perairan,

penanganan pertama terhadap tindak pidana perapancarian dan
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penyelamatan kecelakaan di wilayah perairan, pemabirmasyarakat perairan
dalam rangka pencegahan kejahatan, dan memelileammaoan di wilayah

perairan; dan

h. Pelaksanan fungsi fungsi lain, sesuai dengan ketargerundangan undangan.

Bagian kedua
Susunan or ganisasi
Pasal 7
Susunan organisasi Polres terdiri dari :

a. Unsur pimpinan

b. Unsur pengawas dan pembantu pimpinan

c. Unsur pelaksana tugas pokok

d. Unsur pendukung

e. Unsur pelaksana tugas kewilayahan.

Pasal 8
Unsur pimpinan sebagaimana dimaksud dalam pasaiuf &, terdiri dari :

a. Kapolres, dan

b. Waka Kapolres (Wakapolres).

Pasal 9

[,
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Unsur pengawas dan pembantu pimpinan sebagaimarakslid dalam pasal 7
huruf b, terdiri dari :

a. Bagops

b. Bagren

c. Bagsumda

d. Siwas

e. Sipropam

f. Sikeu

g. Sium .

Pasal 10

unsur pelaksana tugas pokok sebagaimana dimaksam gasal 7 huruf c terdiri

dari :

a. SPKT

b. Satintelkam

c. Satreskrim

d. Satresnarkoba

e. Satbinmas

f. Satsabhara
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g. Satlantas

h. Satpamobvit

i. Satpolair

j. Sattahti .

Pasal 11
Unsur pelakasana tugas kewilayahan sebagaiman&slichaalam pasal 7 huruf
d yaitu Sitipol.

Pasal 12
Unsur pelakasana tugas kewilayahan sebagaiman&slichaalam pasal 7 huruf
yaitu Polsek.

Pasal 13
Struktur organisasi dan daftar susunan Personetefdberdasarkan Tipok
sebagaimana tercantum pada lampiran peraturan iyemgpakan bagian tidak

terpisahkan dari peraturan ini.

Bagian ketiga
Unsur pimpinan
Paragraf 1
Kapolres

Pasal 14

1) Kapolres sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 humérapakan pimpinan

Polres yang berada di bawah dan bertanggung jaepexik Kapolda.
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2) Kapolres bertugas :

a. Memimpin, membina, mengawasi, dan mengendalikamaeabrganisasi di

lingkungan Polres dan unsur pelaksanaan kewilaydaanajarannya; dan

b. Memberikan saran pertimbangan kepada kapolda yarkpit dengan

pelaksanaan tugasnya.

Paragraf 2
wakapolres
Pasal 15
1) Wakapolres sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 humdrupakan unsur

pimpinan Polres yang bertanggung jawab kepada Kesaol

2) Wakapolres bertugas :

a. Membantu Kapolres dalam melaksanakan tugasnya demgagawasi,
mengendalikan, mengkoordinir pelaksanaan tugas ruelusatuan

organisasi Polres;

b. Dalam batas kewenangannya memimpin Polres dalamkdyablress

berhalangan; dan

c. Memberikan saran pertimbangan kepada kapolres daépengambilan

keputusan dengan tugas pokok polres.

Bagian keempat

unsur Pengawas dan Pembantu Pimpinan
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Paragraf 1
Bagops
Pasal 16
1) Bagops sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruferapakan unsur

pengawas dan pembantu pimpinan yang berada di béa@adires.

2) Bagops bertugas merencanakan dan mengendalikanniattesi operasi
kepolisian, pengamanan kegiatan masyarakat dan ias&nsi pemerintah,
menyajikan informasi dan dokumentasi kegiatan Bofferta mengendalikan

pengamanan markas.

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud gpada(2). Bagops

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyiapan administrasi dan pelaksanaan operasisiepo

b. Perencanaan pelakasanaaan, praoperasi, termasy&sakex dan

pelatihan dalam rangka operasi kepolisian;

c. Perencanaan dan pengendalian operasi kepolisiammadak
pengumpulan, pengolahan dan penyajian serta pelapata operasi dan

pengamanan kegiatan masyarakat dan atau instaneripéah;

d. Pembinaan manajemen operasional meliputi rencaarasp perintah
pelaksanaan operasi, pengendalian dan adminiskegsblisian serta

tindakan kontijensi;
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e. Pengkoordinasian dan pengendalian pelaksanaanpanga markas di

lingkungan Polres; dan

f. Pengelolaan dan dokumentasi kegiatan Polres.

Pasal 17

Bagops dipimpin oleh kabagops yang bertanggunglavesla Kapolres, dalam

pelaksanaan tugas sehari hari dibawah kendali Viédiesp

Pasal 18

Bagops dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a. Subbagian pembinaan dalam operasi (Subbagbinaps),bertugas :

1. Menyusun perencanaan operasi dan pelatihhan praopesarta

menyelenggarakan administrasi operasi; dan

2. Melaksanaan koordinasi antar fungsi dan instamsbéga terkait dalam
rangka pelaksanaan pengamanan Kkegiatan masyarakat athu

pemerintah

b. Subbagian pengendalian operasi (subbagdalops),berhggas :

1. Melaksanakan pengendalian operasi dan pengamapatisian

2. Mengumpulkan,mengolah, dan menyajikan data danppeda operasi

kepolisian
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3. Mengendalikan pelaksanaan pengamanan markas kutiggn Polres.

c. Subbagian hubungan masyarakat (subbaghumas), patugds :

1. Mengumpulkan dan mengolah data, serta menyajikdorniasi dan
dokumentasi kegiatan kepolisian yang berkaitan dengenyampaian

berita di lingkungan Polres; dan

2. Meliput,memantau,memproduksi, dan mendokumentasik#ormasi

yang berkaitan dengan tugas Polres.

Paragraf 2
Bagren
Pasal 19
(1) Bagren sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 hurufetupakan unsur

pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibéa@adires

(2) Bagren bertugas menyusun rencana kerja (renja)gneilagkan program dan
anggaran serta menganalisa dan mengevaluasi d&ksa®annya, termasuk

merencanakan anggaran pengembangan satuan kewitayah

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud gyada(2), bagren

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyusunan perencanaan jangka sedang dan jangkekdeoires, antara

lain rencana strategis (renstra), rancangan rdajaRenja,;
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b. Penyusunan rencana kebutuhan anggaran Polres telatuk rencana
kerja anggaran kementerian/lembaga (RKA-KL), daftasian
pelaksanaan anggaran (DIPA), penyusunan penetaparnak kerangka
acuan kerja (KAK) atau term of reference (TOR), diacian anggaran

biaya (RAB);

c. Pembuatan administrasi otorisasi anggaran tingidae$, dan

d. Pemantauan, penyusunan laporan realisasi angga®A) ( dan
pembuatan laporan akuntabitilatas kinerja satkéandabentuk laporan
akuntabilitas kinerja instansi pemerintah (LAKIPgliputi analisis target

pencapaian kinerja,program, dan anggaran.

Pasal 20

Bagren dipimpin oleh Kabagren yang bertanggung lawada Kapolres, dan
dalam pelaksanaan tugas sehari hari dibawah keiddapolres.

Pasal 21
Bagren dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a. Subbagian program dan anggaran (subbagprogar),bgtggas :

1. Membantu menyusun rencana jangka sedang dan jgegidek Polres,

antara lain renstra, rancangan Renja, dan Remnja; da

2. Membantu menyusun rencana kebutuhan anggaran Rill@s bentuk
RKA-KL, DIPA, penyusunan penetapan kinerja, KAK @atfOR, dan

RAB;
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b. Subbagian pengendalian anggaran (subbagdalgag bgtugas :

1. Membantu dan membuat administrasi otorisasi anggtngkat Polres;

dan

2. Menyusun LRA dan membuat laporan akuntabitilitasekia satker
dalam bentuk LAKIP meliputi analisis target pendapa kinerja,

program, dan anggaran.

Paragraf 3
Bagsumda
Pasal 22
(1) Bagsumda sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 hundrgpakan unsur

pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibdaadires.

(2) Bagsumda bertugas melaksanakan pembinaan adnshipgesonel, sarana

dan prasarana, pelatihan fungsi, pelayanan, badamapenerapan hukum.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudagatlé2). Bagsumda

menyelenggarakan fungsi :

a. Pembinaan dan administrasi personel, meliputi :

1. Pembinaan karir personel Polres antara lain uskanaikan
pangkat (UKP), kenaikan gaji berkala (KGB), mutasi
pengangkatan, pemberhentian dalam jabatan yangadidimgkup

kewenangan Polres
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2. Perwatan personel antara lain pembinaan kesejanterahani,
mental, jasmani, morill dan materill, mengusulkaanda

kehormatan

3. Pembinaan psikologi personel, antara lain kesehjatanpersonel

dan pemeriksaan psikologi bagi pemegang senjata api

4. Pelatihan fungsi antara lain fungsi kepolisiangkagaduan, fungsi

tekhnis kepolisian dan fungsi pendukung; dan

5. Pelayanan kesehatan bagi anggota Polri dan PNSrtdbese

keluarganya

b. Pembinaan administrasi sarana dan prasarana Sgnéara lain :

1. Menginventarisir, merawat, dan menyalurkan pertskalmum,

dan peralatan khusus, senajata api, dan angkutan

2. Melaksanakan sistem informasi manajemen akuntamaniy milik

negara (SIMAK BMN) dan

3. Memelihara fasilitas jasa dan konstruksi, listek, dan telepon

c. Pelayanan bantuan dan penerapan hukum, antara lain

1. Memberikan pelayanan bantuan hukum kepada institiesi

personal Polres beserta keluarganya

2. Memberikan pendapat dan saran hukum
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3. Melaksanakan penyuluhan hukum kepada personel<béserta

keluarga dan masyarakat

4. Menganalisa sistem dan metoda terkait dengan ketent

peraturan perundang undangan di lingkungan Poémes d

5. Berperan serta dalam pembinaan hukum yang berkdigagan

penyusunan peraturan daerabh.

Pasal 23

Bagsumda dipimpin oleh kabagsumda, yang bertanggwap kepada Kapolres
dan dalam pelaksanaan tugas sehari hari dibawatak&iakapolres.

Pasal 24

Bagsumda dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a. Subbagian personel (subbagpres), yang bertugaksaakkan pembinaan
karir personel, perawatan, psikologi personel, tgea fungsi dan

pelayanan kesehatan personel Polri di lingkungare®o

b. Subbagian sarana dan prasarana (subbagsarpras)y pentugas
melaksanakan inventarisasi, SIMAK BMN, penyalurambekalan umum,
perawatan alat khusus, senjata api, amunisi dakugang serta memelihara

fasilitas jasa dan konstruksi, listrik air dan paa

c. Subbagian hukum (subbaghukum), yang bertugas naglakan pelayanan

bantuan hukum, memberikan pendapat dan saran hukemyuluhan
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hukum, dan pembinaan hukum serta analisis sistem nodetoda terkait

dengan ketentuan peraturan perundang undangargkiufigan Polres

Paragraf 4
Siwas
Pasal 25
(1) Siwas sebagaimana dimaksud dalam 9 huruf d meropaksur pengawas

dan pembantu pimpinan yang berada dibawah kapolres.

(2) Siwas bertugas melaksanakan monitoring dan pengawasium baik
secara rutin maupun insidentil terhadap pelaksakaaiakan pimpinan
Polri dibidang pembinaan operasional yang dilakukéeh semua unit
kerja, mulai dari proses perencanaan, pelaksanaamapaian kinerja

serta memberikan saran tindak terhadap penyimpayaganditemukan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudgyatig2), Siwas

menyelenggarakan fungsi :

a. Pengawasan dan monitoring secara umum dan indidertiadap
pelaksanaan kebijakan pimpinan Polri di bidang peedn dan

operasional yang dilakukan oleh semua unit kerja.

b. Pengawasan dan monitoring proses perencanaan, sge&dn, dan

pencapaian kinerja.

c. Pengawasan dan monitoring terhadap sumber dayamgaliguti bidang

personel, materil, fasilitas, dan jasa.
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d. Pemberian saran dan pertimbangan kepada pimpiaarpahyimpangan

dan pelanggaran yang ditemukan.

Pasal 26

Siwas dipimpin oleh Kasiwas yang bertanggung jakegiada kapolres dan dalam

pelaksanaan tugas sehari hari di bawah kendali \A¢dies.

Pasal 27

Siwas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a. Subseksi bidang operasional (subsibidopsnal), yaergugas melakukan
pengawasan dan monitoring secara umum dan indidentibidang
operasional oleh semua unit kerja, mulai tahap nuameaan, pelaksanaan

dan pencapaian kinerja.

b. Subseksi bidang pembinaan (subsibidbin), yang bastumelakukan
pengawasan dan monitoring secara umum dan indidentibidang

pembinaan meliputi personel, materiil, fasilitas ¢ksa.

Paragraf 5
Sipropam
Pasal 28
(1) Sipropam sebagaimana dimaksud dalam 9 huruf e rakaap unsur

pengawas dan pembantu pimpinan yang berada dibeaymiires.
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(2) Sipropam bertugas melaksanakan pembinaan dann ipamaeh disiplin
pengaman internal, pelayanan pengaduan masyarakgtdiduga dilakukan
oleh anggota Polri dan atau PNS Polri, melaksanakkmg disiplin dan atau

kode etik profesi Polri, serta rehabilitasipersonel

(3) Dalam melaksanakan tugas sebgaimana dimaksud gat&23. Sipropram

menyelenggarak fungsii :

a. Pelayanan pengaduan masyarakat tentang penyimpaegdaku dan

tindakan personel Polri.

b. Penegakan displin, ketertiban dan pengamanan altpensonel Polres.

c. Pelaksanaan sidang disiplin dan atau kode etikepraferta pemuliaan

profesi personel.

d. Pengawasan dan penilaian terhadap personel Pdreg sedang dan

telah menjalakan hukuman disiplin dan atau kodeptifesi. Dan

e. Penerbitan rehabilitasi personel Polres yang telablaksanakan
hukuman dan yang tidak terbukti melakukan pelaragatisiplin dan

atau kode etik profesi.

Pasal 29

Sipropam dipimpin olehh Kasipropam yang bertanggjaneab kepada kapolres

dan dalam pelaksanaan tugas sehari hari di bawataké&Vakapolres.

Pasal 30
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Sipropam dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a. Unit provost, yang bertugas melakukan pelayananpgsmgaduan masyarakat
tentang penyimpangan perilaku dan tindakan perdewiel, penegakan disiplin
dan ketertiban personel Polres, melaksanakan sidesig/in dan atau kode
etik rofesi, serta pelaksanaan pengawasn dan enikerhadap personel
Polres yang sedang dan telah menjalankan hukursgiinlidan atou kode etik

profesi.

b. Unit pengamanan internal (unitpaminal), yang bersugmelakukan
pengamanan internal dalam rangka penegakann disighi pemuliaan profesi,
penyiapan proses dan keputusan rehabilitasi pdrsBokes yang telah
melaksanakan hukuman dan yang tidak terbukti m&kkupelanggaran

disiplin dan atau kode etik profesi.

Par agraf 6
Sikeu
Pasal 31
(1) Sikeu sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf fupakan unsur

pembantu pimpinan yang berada dibawah kapolres.

(2) Sikeu bertugas melakukan pelayanan fungsi keuangmmg meliputi
pembiayaan, pengendalian, pembukuan, akuntansi \daifikasi serta

pelaporan pertanggungjawaban keuangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud gpada(2), Sikeu

menyelenggarakan fungsi :
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a. Pelayanan administrasi keuangan, meliputi pembigypangendalian,

pembukuan, verifikasi, dan akuntansi.

b. Pembayaran gaji personel Polri.

c. Penyusunan laporan sistem akuntansi instansi (SARrta

pertanggungjawaban keuangan.

Pasal 32

Sikeu dipimpin oleh Kasikeu yang bertanggung jak@jpada kapolres dan dalam

pelaksanaan tugas sehari hari di bawah kendali \A¢dies.

Pasal 33

Sikeu dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a. Subseksi administrasi (subsimin), yang bertugasakaé&hn pelayanan
administrasi keuangan, meliputi pembiayaan, perglen dan

pembukuan keuangan.

b. Subseksi gaji (subsigaji), yang bertugas melakugambayaran gaji

personel Polri.
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c. Subseksi akuntansi dan verifikasi (subsiakunvergngy bertugas
melakukan kegiatan yang berkaitan dengan akuntdasi verifikasi

keuangan.

d. Subseksi data (subsidata), yang bertugas membpatala pertanggung

jawaban keuangan.

Paragraf 7
Sium
Pasal 34
(1) Sium sebgaimana dimaksud dalam pasal 9 huruf gpakam unsur

pembantu pimpinan yang berada dibawah Kapolres.

(2) Sium bertugas melaksanakan pelayanan administraginudan

ketatausahaan serta pelayanan markas di lingkuprgiaes.

(3) Dalam melaksanakan sebagaimana dimaksud dalan@Zy&ium

menyelenggarakan fungsi :

a. pelayanan administrasi umum dan ketatausahaaradatar

kesekretariatan dan kearsipan di lingkungan Polres

b. pelayanan markas antara lain pelayanan fasilitatkaapat, angkutan,
perumahan, protokoler untuk upacara, pemakaman,maan dalam

lingkungan Polres

Pasal 35
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Sium dipimpin oleh Kasium yang bertanggung jawabekia kapolres dan dalam

pelaksanaan tugas sehari hari di bawah kendali Jdédiess.

Pasal 36

Sium dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a. subseksi administrasi dan ketatausahaan (subsininyang bertugas
melakukan pelayanan administrasi umum, ketatausahdan kearsipan di

lingkungan Polres.

b. Subseksi pelayanan markas (subsiyanma), yang bsrtuglakukan pelayanan
markas di lingkungan Polres, antara lain melaksamabelayanan fasilitas
kantor, rapat, angkutan, perumahan, protokoler kunfpacara, pemakaman,

dan urusan dalam di lingkungan Polres.

Bagian kelima
Unsur Pelaksanaan Tugas Pokok
Paragraf 1
SPKT
Pasal 37
(1) SPKT sebagaiimana dimaksud dalam pasal 10 hurufeeupakan unsur

pelaksana tugas pokok yang berada dibawah pimiiapolres.
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(2) SPKT bertugas memberikan pelayanan kepolisian aeespadu terhadap
laporan pengaduan masyarakat, memmberikan bantmapetdtolongan, serta

memberikan pelayanan informasi.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud pada(2), SPKT

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaraan kepolisian terhadap masyarakatastr@adu, antara
lain dalam bentuk laporan polisi (LP), surat tameldma laporan polisi
(STTLP), surat keterangan tanda lapor kehilangakT[X), surat
keterangan catatan kepolisian (SKCK), surat taaden& pemberitahuan
(STTP), surat keterangan lapor diri (SKLD), surah ikeramaian dan
kegiatan lainnya, surat izin mengemudi (SIM), damnas tanda nomer

kendaraan bermotor (STNK).

b. Pengkoordinasian dan pemberian bantuan serta @eger antara lain
tindakan pertama di tempat kejadian perkara (TPTHKjawali, dan

pengamanan kegiatan mmasyarakat dan instansi peateri

c. Pelayanan masyarakat dan alat komunikasi, antamatd®epon, pesan

singkat, faxsimil dan jejaring sosial (internet).

d. Pelayanan informasi yang berkaitan dengan kepeartingasyarakat

sesuai dengan ketentuan peraturan perundang umdanga

e. Penyiapan registrasi pelaporan, penyusunan danapgraian laporan

harian kepada Kapolres melalui Bagops.
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Pasal 38
(1) SPKT dipimpinn oleh ka SPKT yang bertanggunga jakebada kapolres,
dibawah koordinasi dan arahan Kabagops, sertandpklaksanaan tugas

sehari hari dibawah kendali Wakapolres.

(2) SPKT dalam melaksanakan tugas dibantu oleh unit.

Paragraf 2
Satintelkam
Pasal 39
(1) Satintelkam sebagaimana dimaksud pasal 10 hurufebupakan unsur

pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres.

(2) Satintelkam bertugas menyelenggarakan dan membinggsifintelijen bidang
keamanan, pelayanan yang berkaitan dengan ijinmaen umum dan
penerbitan SKCK, menerima pemberitahuan kegiatarsyamakat atau
kegiatan politik, serta membuat rekomendasi sgwa@mohonan izin

pemegang senjata api dan penggunaan bahan peledak.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpadé?), Satintelkam

menyelenggarakan fungsi :

a. Pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamarsamara lain

persandian dan produk intelijen di lingkungan Polre

b. Pelaksanaan kegiatan operasional intelijen keamanaguna

terselenggaranya deteksi diea(ly detection) dan peringatan dir(early
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warning) , pengembangan jaringan informasi melalui pemberaay

personel pengemban fungsi intelijen.

. Pengumpulan, penyimpanan, dan pemutakhiran biotidtah formal
atau informal organisasi sosial, masyarakat, polidan pemerintah

daerah.

. Pendokumentasian dan pengalisisan terhadap perkeganbdingkungan
strategik serta penyusunan produk intelijen untdndukung kegiatan

Polres.

. Penyusunan prakiraan intelijen keamanan dan meyajnalisis setiap

perkembanngan yang perlu mendapat perhatian pimpina

. Penerbitan surat izin untuk keramaian dan kegiatasyarakat antara
lain dalam bentuk pesta (festival, bazar, konggayyai, pasar malam |,

pameran, pekan raya, dan pertunjukan/permainaniegan.

. Penerbitan STTP untuk kegiatan masyarakat, antamadbalam bentuk
rapat, sidang, muktamar, kongres, seminar, saraseiaanu kader,

diskusi panel, dialog interaktif, outward boundn d@gaitan politik.

. Pelayanan SKCK serta rekomendasi penggunaan samgatian bahan

peledak.

Pasal 40

To remove this watermark, please license this product at www.pdfconverter.com

w5y



36

Satintelkam dipimpin oleh Kasatintelkam yang begtamg jawab kepada

Kapolres, dan dalam pelaksanaan tugas sehariibawah kenda Wakapolres.

Pasal 41

Khusus pada Polres tipe Metroplitan, Polrestabes,Rblresta, Kasatintelkam
dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh wakill&egzduan intelkam

(Wakasatintelkam).

Pasal 42

Satintelkam dalam melaksanakan tugasnya dibanku: ole

a. Urusan pembinaan operasional (Urbinopsnal), yamgudgpes melakukan
pembinaan kegiatan intelijen dalam bidang keamaraargumpulkan,
menyimpan dan melakukan pemutakhiran biodata tokmimal atau
informal, organisasi sosial, masyarakat politikn gegmerintah daerah serta
persandian, pendokumentasian, penganalisisan #tgrhaetrkembangan
lingkungan strategik, penyusunan produk intelijentuk mendukung

kegiatan Polres, dan pemberdayaan personel pengdonigsi intelijen.

b. Urusan administrasi dan ketatausahaan (Urmintuwy,yabertugas
menyelenggarakan kegiatan administrasidan ketdtaasadan memberi
layanan dalam bentuk izin keramaian umum dan kagiahasyarakat
lainnya, STTP, dan rekomendasi penggunaan semjatiaa bahan peledak,
SKCK kepada masyarakat yang membutuhkan, dan mémber

pengawasan dan pengamanan atas pelaksanaannya.
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c. Unit, terdiri dari banyak 7 (tuujuh) unit, yang rak$anakan tugas tugas
operasional intelijen keamanan guna terselenggaratsteksi dini dan
peringatan dini, pengembangan jaringan informasn daenyusunan
prakiraan intelijen keamanan dan menyajikan haglisis setiap

perkembangan yang perlu mendapat perhatian pinmpina

Paragraf 3
Satreskrim
Pasal 43
(1) Satreskrim sebgaimana dimaksud pasal 10 huruf cupakan unsur

pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres.

(2) Satreskrim berutugas melaksanakan penyelidikan, yigigan, dan
pengawasan penyidikan tindak pidana, termasuk furdgntifikasi dan
laboratorium forensik lapangan serta pembinaangkonasi dan pengwasan

PPNS.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudagaté?), Satreskrim

menyelenggarakan fungsi:

a. Pembinaan tekhnis terhadap administrasi penyehddan penyidikan,

serta identifikasi dan laboratorium forensik lapsmg

b. Pelayanan dan perlindungan khusus kepada remagk, dan wanita
baik sebagai pelaku maupun korban sesuai dengamtkah peraturan

perundang undangan.
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. Pengidentifikasian untuk kepentingan penyidikan playanan umum.

. Penganalisaan kasus beserta penangannya serta ajeefgktivitas

pelaksanaan tugas Satreskrim.

. Pelaksanaan pengawasan penyidikan tindak pidarg ditakukan oleh

penyidik pada unit reskrim Polsek dan SatreskrimneBo

. Pembinaan, koordinasai, dan pengawasan PPNS bailbidiing
operasional maupun administrasi penyidikan seseagah ketentuan

peraturan perundang undangan.

. Penyelidikan dan penyidikan tindak pidana umum Kansus, antara
lain tindak pidana ekonomi, korupsi, dan tindakapid tertentu di daerah

hukum Polres.

Pasal 44

Satrerskrim dipimpin oleh kasatreskrim yang bergamga jawab kepada

Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari hanveh kendali Wakapolres

Pasal 45

Khusus pada Poolres Tipe Metropolitan, Polrestalzes Polresta, Kasatreskrim

dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh Wakilasatteserse kriminal

(Wakasatreskrim).

Pasal 46

Satreskrim dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :
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a. Urusan pembinaan operasional (urbinopsnal), yamgudmes melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap administrasa getaksanaan
penyelidikan dan penyidikan, menganalisis penang&asus dan evaluasi

efektivitas pelaksanaan tugas satreskrim.

b. Urusan administrasi dan ketatausahaan (Urmintuy,yabertugas

menyelenggarakan kegiatan administrasidan ketdtaasa

c. Urusan identifikasi (urident), yang bertugas melaku identifikasi dan
laboratorium forensik lapangan dan pengidentifd@asuntuk kepentingan

penyidikan dan pelayanan umum.

d. Unit terdiri dari banyak 6 (enam) unit, yang be#gsigmelakukan
penyelidikan dan penyidikan tindak pidanaumum, kisudan tertentu di
daerah hukum Polres, serta memberikan pelayanapetindungan khusus
kepada remaja, anak, dan wanita baik sebagai petakipun korban sesuai

ketentuan peraturan perundang undangan.

Paragraf 4
Satresnarkoba
Pasal 47
(1) Satresnarkoba sebagaimana dimaksud pasal 10 huroérdpakan unsur

pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres.

(2) Satresnarkoba bertugas melakukan pembinaan fungsiyefdikan

penyidikan, pengawasan penyidikan tindak pidanaygahgunaan dan
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peredaran narkoba berikut pelanggarannya, sertdipaen dan penyuluhan

dalam rangka pencegahan dan rehabilitasi korbayafsmgunaan narkoba.

(3) Dalam melaksanakan fungsi sebagaimana dimaksud padd (2),

satresnarkoba menyelenggarakan fungsi :

a. Penyidikan dan penyelidikan tindak pidana dan penaad gelap narkoba

dan prekursor

b. Pembinaan dan penyuluhan dalam rangka pencegahaetabilitasi

korban penyalahgunaan narkoba.

c. Pengawasan terhadap pelaksanaan penyelidikan degmdigan tindak
pidana penyalahgunaan narkoba yang dilakukan aighraskrim Polsek

dan Satresnarkoba Polres.

d. Penganalisisan kasus beserta penanganannya, sartkaj efektivitas

pelaksanaan tugas Satresnarkoba.

Pasal 48

Satresnarkoba dipimpin oleh kasatresnarkoba yangrggunga jawab kepada

Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari hanvelh kendali Wakapolres.
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Pasal 49

Khusus pada Polres tipe Metroplitan, Polrestabas, Rblresta, Kasatresnarkoba
dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh wakil laegatuan narkoba

(Wakasatnarkoba).

Pasal 50

Satresnarkoba dalam melaksanakan tugas dibantu oleh

a. Urusan pembinaan operasional (urbinopsnal), yangudees melakukan
pembinaan dan pengawasan terhadap administrasa spelaksanaan
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana narkoh@gmbinaan dan
penyuluhan dalam rangka pencegahan dan rehabkKi&asan penyalahgunaan
narkoba serta menganalisis pengangan kasus danewadumgsi efektivitas

pelaksanaan tugas Satresnarkoba.

b. Urusan  administrasi dan ketatausahaan (Urmintuy,yarbertugas

menyelenggarakan kegiatan administrasidan ketdtaasa

c. Unit terdiri dari paling banyak 3 (tiga) unit, yangertugas melakukan
penyelidikan dan penyidikan tindak pidana dan pemad gelap narkoba dan

preskusor di daerah hukum Polres.
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Paragraf 5
Satbinmas

Pasal 51

1) Satbinmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 dumérupakan unsur

pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres

2) Satbinmas bertugas melaksanakan pembinaan masyayakg meliput

kegiatanpenyuluhan masyarakat pemberdayaan peégpolisnasyarakat
(polmas), melaksanakan koodinasi, pengawasan dambipaan terhadap
bentuk — bentuk pengamanan swakarsa (pam swakkegm)isian khususnya
dan / atau tokoh masyarakat guna peningkatan &emaddan ketaatan
masyarakat  terhadap hukum dan ketentuan peratpemndang -

undanganserta terpeliharanya keaman dan ketertibagarakat.

3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudagyatlg2), satbinmas

menyelenggarakan fungsi :

a. Pembinaan dan pengembangan bentuk — bentuk pengansarakarsa
dalam rangka peningkatan dan kesadaran dan ketamatemyarakat

terhadap hukum dan ketentuan peraturan perundandangan ;

b. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pembieaamanan,

ketertiban, dan perwujudan kerjasama Polres dalydiakat ;

c. Pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhalamponen

masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanitaadak ;
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d. Pembinaan teknis, pengkoordinasi, dan pengawadanspserta satuan

pengamanan (satpam) ; dan

e. Pemberdayaan kegiatan Polmas yang meliputi pengegahakemitraan
dan kerjasama antar Polres dengan Masyarakat, isaganlembaga,

instansi, dan / tokoh masyarakat.

Pasal 52

Satbinmas dipimpin oleh kasatbinmas yang bertangganwab kepada Kapolres

dan dalam pelaksanaan tugas sehari — hari dibagradala Wakapolres.

Pasal 53

Khusus pada Tipe Metropolitan, Polrestabes, dameftal, kasatbinmas dalam

melaksanakan tugasnya dibantu oleh wakil kepalenBs(Waksatbinmas).

Pasal 54

Satbinmas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a.

Urusan pembinaan Operasional (Urbinopsnal),yangtupes melakukan
pembinaan administrasi di bidang operasional kagigembinaan keamanan,
ketertiban masyarakat,pamswakarsa dan Polmas staksanakan anev atau

pelaksanaan tugas pembinaan masyarakat di lingkupgiaes; dan

. Urusan administrasi dan ketatausahaan (Urmintu),ngyabertugas

menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketztaas ;

Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat (Unitbintisjnayang bertugas

membina dan mengembangkan kemampuan peran sertaraieg melalui
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polmas dalam rangka menyelesaikan masalah — rahasasial yang terjadi

dalam kehidupan masyarakat ;

d. Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Unitbintilsjngyang bertugas yang
melakukan pembinaan di bidang ketertiban masyartdtatadap komponen

masyarakat antaaralain remaja, pemuda, wanitarggnamak ; dan

e. Unit Pembinaan Keamanan Swakarsa (Unitbinkamsa)g J@ertugas yang
melakukan pembinaan dan mengembangkan bentuk beraniswakarsa
dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatemyanakat terhadap

hukum dan pengkoordinasi dan pengawas Polsus dparSa

Paragraf 6
Satsabhara
Pasal 55
(1) Satsabhara sebagaimana dimaksud pasal 10 huruéipaien unsur

pelaksana tugas pokok yang berada dibawah kapolres.

(2) Satsabhara bertugas melaksanakan turjawali danapem@n kegiatan
masyarakat dan instansi pemerintah, objek vital,KI®®, penanganan Tipirig,
dan pengendalian masa dalam rangka pemeliharaamkea dan ketertiban

masyarakat serta pengamanan markas.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudagat§?), Satsabhara

menyelenggarakan fungsi :
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a. Pemberian arahan, pengawasan, dan pengendaliaksg®an tugas

Satsabhara.

b. Pemberian  bimbingan, arahan, dan pelatihan ketél@mp

dalampelaksanaan tugas dilingkungan Satsabhara.

c. Perawatan dan pemeliharaan peralatan serta kenddassabhara.

d. Penyiapan kekuatan personel dan peralatan untuknkegan tugas
Turjawali, pengamanan unjuk rasa dan objek vitahgendalian massa,
negosiator, serta pencarian dan penyelamatan a&@ehs dan rescue

(SAR).

e. Pembinaan tekhnis pemeliharaan ketertiban umumpbepenegakan

hukum Tipiring dan TPTKP.

f. Pengamanan markas dengan melaksanakan pengatarparjagaan.

Pasal 55

Satsabhara dipimpin oleh Kasatsabhara yang beuaggawab kepada kapolres

dan dalam melaksanakan tugas sehari hari dibawatakéVakapolres.

Pasal 57

Khusus pada Polres tipe metropolitan, Polrestatles, Polresta, Kasatsabhara
dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh wakil l&ep&abhara

(Wakasatsabhara).

Pasal 58
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Satsabhara dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a. Urusan pembinaan operasional (urbinopsnal), yamjudees merencanakan
penyelenggaraan tugas Turjawali, menyelenggaralkdatipan keterampilan,
pembinaann teknis, pemeliharaan ketertiban umumplepenegakan hukum

Tipiring dan TPTKP, pencarian dan penyelamatan SAR.

b. Urusan administrasi dan ketatausahaan (Urmintuy,yarbertugas

menyelenggarakan kegiatan administrasidan ketdtaasa

c. Unit pengaturan, penjagaan, pengawalan, dan pdahitturjawali), yang
bertugas melakukan kegiatan turjawali dan penegdk&um tipiring serta

pengamanan markas.

d. Unit pengamanan objek vital (unitpamobvit), yangtlgas melaksanakan

kegiatan penjagaan, pengawalan, patroli, dan peagamobjek vital.

e. Unit pengendalian massa (unitdalmas), yang bertogdaksanakan negosiator

pengamanan unjuk rasa dan pengendalian massa.

Paragraf 7
Satlantas
Pasal 59
(1) Satlantas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10dwarafupakan unsur

pelaksana tugas pokok yang berada dibawah kapolres.

(2) Satlantas bertugas melaksanakan Turjawali laladifPendidikan masyarakat

lalu lintas (dikmaslantas), pelayanan registrasi d#entifikasi kendaraan
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bermotor dan pengemudi, penyidikan kecelakaanitéhid dan penegakan

hukum di bidang lalu lintas.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksudpadg?), satlantas

menyelenggarakan fungsi :

a. Pembinaan lalulintas kepolisian

b. Pembinaan partisipasi masyarakat melalui kerjaséintas sektoral,

dikmaslantas, dan pengkajian masalah di bidandifghs.

c. Pelaksanaan operasi kepolisian di bidang lalu dintlam rangka
penegakan hukum dankeamanan, keselamatan, ketertdedancaran

lalu lintas (kamseltibcarlantas).

d. Pelayanan administrasi registrasi danidentifikashdaraan bermotor

serta pengemudi.

e. Pelaksanaan patroli jalan raya dan penindakan ggdaan serta
penanganan kecelakaan lalu lintas dalam rangkegp&aae hukum, serta

menjamin kamseltibcarlantas di jalan raya.

f. Pengamanan dan penyelamatan pengguna jalan.

g. Perawatan dan pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

Pasal 60

Satlantas dipimpin oleh Kasatlantas yang bertanggawab pada kapolres dan

dalam pelaksanaan tugas sehari hari di bawah keNd&iapolres.
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Pasal 61

Khusus pada Polres tipe Metropolitan, PolrestabesRblresta, kasatlantas dalam

melaksanakan tugasnya dibantu oleh wakil kepalar8as (Wakasatlantas).

Pasal 62

Satlantas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a. Urusan pembinaan operasional (urbinopsnal), yampudmees melaksanakan
pembinaan lalu lintas, melakukan kerjasama sektpexigkajian masalah di
bidang lalu lintas, pelaksanaan operasi kepolisimang lalu lintas dalam
rangka penegakan hukum dan kamseltibcarlantadadii jaya, perawatan dan

pemeliharaan peralatan dan kendaraan.

b. Urusan administrasi dan ketatausahaan (Urmintuy,yarbertugas

menyelenggarakan kegiatan administrasidan ketdtaasa

c. Unit pengaturan, penjagaan,pengawalan dan patrolittgrjawali), yang
bertugas melaksanakan kegiatan Turjawali dan pekamd terhadap

pelanggaran lalu lintas dalam rangka penegakanrhuku

d. Unit pendidikan masyarakat dan rekayasa (unitdikyasnag bertugas

melakukan pembinaan partisapasi masyarakat daregikmtas.

e. Unit registrasi dan identifikasi (unit regident)ang bertugas melayani

administrasi registrasi dan identifikasi kendarbarmotor serta pengemudi.
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f. Unit kecelakaan (unitlaka), yang bertugas menanganelakaan lalu lintas

dalam rangka penegakan hukum.

Paragraf 8
Satpamobvit
Pasal 63
(1) Satpamobvit sebagaimana dimaksud pasal 10 hurufefupakan unsur

pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres

(2) Satpamobvitbertugas melaksanakan kegiatan pengamangek vital
(pamobvit) yang meliputi proyek instalasi vital, jelo wisata, kawasan

tertentu, dan VIP yang memerlukan pengamanan kaaoli

(3) Dalam melaksanakan tugas sebgaimana dimaksud paté2y Satpamobvit

menyelenggarakan fungsi :

a. Penyelenggaran manajemen operasional dan pel&igtarampilan,

b. Pengamanan lingkungan industri, kawasan terterdn, gengamanan

objek wisata, mobilitas wisatawan, termasuk kegi&ipariwisataan.

c. Pengamanan kantor kementrian, lembaga negara, ilEmva
negara/lembaga asing, termasuk VIP yang memerlyemgamanan

khusus.

(4) Pengamanan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dyuditaksanakan
oleh Polres dalam daerah hukumnya terdapat kaetoekterian, lembaga

negara dan perwakilan negara/lembaga asing.
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Pasal 64

Satpamobvit dipimpin oleh Kasatpamobvit yang beytamga jawab kepada

kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari Haaindih kendali Wakapolres.

pasal 65

Satpamobvit dalam melaksanakan tugas dibantu: oleh

. Urusan pembinaan operasional (urbinopsnal), yamudees melaksanakan
pembinaan administrasi operasional pamobvit sewa terhadap pelaksanaan

tugas pamobvit di lingkungan Polres.

. Urusan administrasi dan ketatausahaan (Urmintuy,yarbertugas

menyelenggarakan kegiatan administrasidan ketdtaasa

. Unti pengamanan kawasan tertentu (unitpamwastegngy bertugas
melaksanakan pengamanan kawasan tertentu antardinigkungan industri
dan kantor kementerian lembaga negara, perwakitgara/lembaga asing

termasuk VIP

. Unit pengamanan pariwisata (unitpamwisata), yangubas melaksanakan
pengamanan objek wisata, mobilitas wisatawan, teuka kegiatan

kepariwisataan.

Pasal 66

Dalam hal satpamobvit belum terstruktur pada Pottegms satpamobvit diemban

oleh unitpamobvit sebagaimana dimaksud pasal 5% llur
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Paragraf 9

Satpolair

Pasal 67

(1) Satpolair sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 Huraerupakan unsur

pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres.

(2) Satpolair bertugas melaksanakan fungsi kepolisemiman, yang meliputi
patroli perairan, penegakan hukum diperairan, pea#yn masyarakat pantai

dan perairan lainnya, serta SAR.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebgaimana dimaksud pada2, satpolair

menyelenggarakan fungsi :

a. Pelaksanaan patroli, pengawalan penegakan hukumilajiah perairan

dan pembinaan masyarakat pantai di daerah hukuragPol

b. Pemberian bantuan SAR di laut/perairan

c. Pelaksanaan transportasi kepolisian di perairan

d. Pemeliharaan dan perbaikan fasilitas serta kapagkdungan Polres

Pasal 68

Satpolair dipimpin oleh Kasatpolair yang bertanggyawab kepada Kapollres

dan dalam melaksanakan tugas sehari hari dibawatakéVakapolres.

Pasal 69
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Satpolair dalam melaksanakn tugas dibantu oleh :

a. Urusan pembinaan operasional (urbinopsnal), yamtudees melakukan
pembinaan administrasi dan operasional satpolata senev terhadap

pelaksanaan satpolair di lingkungan Polres.

b. Urusan administrasi dan ketatausahaan (Urmintuy,yapertugas

menyelenggarakan kegiatan administrasidan ketdtaasa

c. Unit patroli (unitpatroli), yang bertugas menyelgaakan patroli pantai
dan patroli laut serta perairan, kerjasama dalamgka penanganan SAR
laut dan pantai, serta pembinaan masyarakat perdaa pantai dengan

instansi terkait.

d. Unit penegakan hukum (unitgakkum), yang bertugaslaksanakan
pengamanan dan penegakan hukum di wilayah lautderairan,
melaksanakan penyidikan kecelakaan dan penindaddanggaran di laut

dan perairan.

e. Unit pemeliharan dan perbaikan kapal (unitharkaakapyang bertugas

memelihara merawat dan memperbaiki mesin sertalasstistrik kapal.

Paragraf 10
Sattahti
Pasal 70
(1) Sattahti sebgaimana dimaksud dalam pasal 10 humgrupakan unsur

pelaksana tugas pokok yang berada dibawah Kapolres.
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(2) Sattahti bertugas menyelenggarakan perawtan talraahlputi pelayanan
kesehatan tahanan, pembinaan tahanan serta menergngimpan dan
mengamankan barang bukti beserta administrasinjiagkungan Polres
melaporkan jumlah dan kondisi tahanan sesuai dekef@mtuan peraturan

perundang undangan.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebgaimana dimaksud patid2), Sattahti

menyelenggarakan fungsi :

a. Pembinaan dan pemberian petunjuk tata tertib yamigaiian dengan
tahanan, yna gmeliputi pemeriksaan fasilitas rutaiganan, jumlah

dan kondisi ruang tahanan beserta administrasinya.

b. Pelayanan, kesehatan, perawatan,pembinaan jasneami rohani

tahanan.

c. Pengelolaan barang titipan milik tahanan

d. Pengamanan dan pengelolaan barang bukti besertnistiasinya.

Pasal 71

Sattahti dipimpin oleh Kasattahti yang bertanggjawab kepada Kapolres dan

dalam pelaksanaan tugas sehari hari dibawah kenddapolres.

Pasal 72

Sattahti dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :
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a. Urusan adminstrasi dan ketatausahaan (urmintu), g yabertugas
menyelenggarakan kegiatan adminstrasi dann ketdtaaa umum terkait

dengan tahanan dan barang bukti.

b. Unit perawatan tahanan (unitwattah), yang bertugakksanakan pembinaan
dan pemberian petunjuk tata tertib penahanan, petaykesehatan, perawatan,

pembinaan jasmani dan rohani tahanan, pengelokamdp milik tahanan.

c. Unit barang bukti (unitbarbuk), yang bertugas medakakan pengamanan dan

pengelolaan barang bukti beserta administrasinya.

Bagian keenam
Unsur pendukung
Pasal 73
(1) Sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 merupakan pesdukuung yang

berada dibawah Kapolres.

(2) Sitipol bertugas menyelenggarakan pelayanan tekgnddomunikasi dan
informasi, meliputi kegiatan komunikasi kepolisiapengumpulan dan
pengolahan serta penyajian data, termasuk inforkraminal dan pelayanan

multimedia.

(3) Dalam melaksanakan tugas sebgaimana dimakasud gada(2), sitipol

menyelenggarakan fungsi :

a. Pemeliharaan jaringan komunikasi kepolisian dam,ds¢rta pelayanan

telekomunikasi.
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b. Penyelenggaraan sistem informasi kriminal, yangipagl penyimpan

dan penyajian data dan statistik kriminal..

c. Penyelenggaran koordinasi dalam penggunaan tekndmgunikasi

informasi dengan satuan fungsi di lingkungan Polres

Pasal 74

Sitipol dipimpin oleh Kasitipolyang bertanggung mw kepada Kapolres dan

dalam pelaksanaan tugas sehari hari di bawah kéNa&iapolres.

Pasal 75

Sitipol dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a. Subseksi teknologi komunikasi (subsitekom), yangtugas melaksanakn
pemeliharaan jaringan komunikasi kepolisian dan adapelayanan

telekomunikasi.

b. Subseksi teknologii informasi (subsitekinfo), ydmeytugas menyelenggarakan
sistem informasi meliputi pengumpulan dan pengoaiadata Polres serta

sistem informasi kriminal.
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Gambar 1.1| Skema Organisasi
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Sumber : Staff Bagsumda Polres Majalengka

1.31Vis

Polri yang mampu menjadi pelindung, pengayom dataype
masyarakat yang selalu dekat dan bersama sama nalestyaserta sebagai
penegak hukum yang propesional dan proporsionaf ysetalu menjungjung
tinggi supremasi hukum dan hak azasi manusia, peanaidn keamanan dan
ketertiban serta mewujudkan keamanan dalam nedandauatu kehidupan
nasional yang demokratis dan masyarakat yang segaht
1.32Misi

Berdasarkan uraian Visi sebagaimana tersebut @i, a@lanjutnya

uraian tentang jabaran misi Polri kedepan adalbhgsg berikut :
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. Memberikan perlindungan dan pengayoman dan pelay&eaada
masyarakat (meliputi aspekecurity, surety, safety dan peace)

sehingga manusia bebas dari gangguan fisik maugikis.p

. Memberikan bimbingan kepada masyarakat melalui aigargemtif
dan preventif yang dapat meningkatkan kesadararkelamatan serta

kepatuhan hukum masyarakbaay Abiding Citizenship).

. Menegakan hukum secara profesional dan proporsiagaigan
menjungjung tinggi supremasi hukum dan hak azasiusia menuju

kepada adanya kepastian hukum dan rasa keadilan.

. Memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat dengtap
memperthatikan norma norma dan nilai nilai yanglaber dalam
bingkai integritas wilayah hukum Negara kesatuanpuRék

Indonesia.

. Mengelola sumberdaya manusia polri secara profakiaalam
mencapai tujuan Polri yaitu terwujudnya keamanafardanegri
sehingga dapat mendorong meningkatnya gairah garja mencapai

kesejahteraan masyarakat.

. Meningkatkan upaya konsolidasi kedalam (internalripsebagai

upaya visi dan misi Polri kedepan.

. Memelihara soliditas institusi Polri dan berbagangaruh eksternal

yang merugikan organisasi.
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8. Melanjutkan operasi pemulihan keamanan di beberajlayah
konflik guna menjamin keutuhan Negara Kesatuan Rldpu

Indonesia.

9. Meningkatkan kesadaran hukum dan kesadaran berdadgs

masyarakat berbhineka tunggal ika.
1.3.3 logo/lambang

Berhubung Polres Majalengka termasuk dari satugolistan jawa
barat maka soal logo atau lambangnya pun samaetantak. Ini hanya berlaku

khusus untuk wilayah kepolisian Jawa Barat.

Gambar 1.2 | Logo Polres Majalengka

JAWA BARAT

LIy Y-
GAN : - 4y
st

Makna Logo :
1. Dua bunga wangi sebagai lambang dasar harmoni hidog diperlukan
untuk silih asih, asah, dan asuh.
2. Kujang senjata tradisional Sunda. Kujang sebagaibiag kekhasan
tradisi dari tanah Sunda (Jawa Barat).

3. Macan Kumbang melambangkan jenis macan yang terdagawa Barat.
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Berkonotasi mistis, magis, dan misterius.

4. Ganda : Sifat penarik dari bunga bagi yang mencyamrApabila
menciumnya maka akan timbul rasa asmara, asita kadih, wedi asih,
dan silih asih.

5. Wibawa : disiplin yang bersifat wedi asih pada de@orang pemimpin.

6. cakti : sifat kepemimpinan yang dapat melaksanaeanua tujuan dengan
sifat ganda dan wibawa.

7. Catur Prasetya Sebagai Insan Bhayangkara, Kehainfédga Adalah
Berkorban Demi Masyarakat, Bangsa Dan Negara, Untuk
a. Meniadakan segala bentuk gangguan keamanan.

b. Menjaga keselamatan jiwa raga, harta benda dak Abasi
Manusia.

d. Menjamin kepastian berdasarkan hukum.

e. Memelihara perasaan tentram dan damai.

1.4 Job Description

PadaJob description disini peneliti menulis dan mencantumkan sesuai
dengan undang undang Nomer 23 Tahun 2010 tentasgn&a Organisasi dan
Tata Kerja Pada tingkat Kepolisian resort dan kis@si Sektor, baik dalam
susunan kata dan tata penulisan seperti pada Imgdang undang aslinya, sebagai

berikut :

Satbinmas sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 édundrupakan
unsur pelaksana tugas pokok yang berada dibawabli€ap Satbinmas bertugas

melaksanakan pembinaan masyarakat yang meliput ateegienyuluhan
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masyarakat pemberdayaan perpolisian masyarakatm#sdl melaksanakan
koodinasi, pengawasan dan pembinaan terhadap benténtuk pengamanan
swakarsa (pam swakarsa), kepolisian khususnya ddaau/ tokoh masyarakat
guna peningkatan kesadaran dan Kketaatan masyargkhadap hukum dan
ketentuan peraturan perundang - undangansepeliterranya keaman dan

ketertiban masyarakat.

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud ggata (2),

satbinmas menyelenggarakan fungsi :

a. Pembinaan dan pengembangan bentuk — bentuk pengaman
swakarsa dalam rangka peningkatan dan kesadararketaatan
masyarakat terhadap hukum dan ketentuan peratwwamgang —

undangan ;

b. Pengembangan peran serta masyarakat dalam pemxe@aanan,

ketertiban, dan perwujudan kerjasama Polres dalydiakat ;

c. Pembinaan di bidang ketertiban masyarakat terhddapponen

masyarakat antara lain remaja, pemuda, wanitaadak ;

d. Pembinaan teknis, pengkoordinasi, dan pengawas&suspserta

satuan pengamanan (satpam) ; dan

e. Pemberdayaan kegiatan Polmas yang meliputi pengegaba
kemitraan dan kerjasama antar Polres dengan Masyara

organisasi, lembaga, instansi, dan / tokoh masgarak
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Satbinmas dipimpin oleh kasatbinmas yang bertarggamwab kepada

Kapolres dan dalam pelaksanaan tugas sehari -dibawah kendala Wakapolres

(pasal 52).

Khusus pada Tipe Metropolitan, Polrestabes, dareftal, kasatbinmas

dalam melaksanakan tugasnya dibantu oleh wakillaegiamas (Waksatbinmas).

Satbinmas dalam melaksanakan tugas dibantu oleh :

a.

Urusan pembinaan Operasional (Urbinopsnal),yangtupes melakukan
pembinaan administrasi di bidang operasional kegigembinaan keamanan,
ketertiban masyarakat,pamswakarsa dan Polmas staksanakan anev atau

pelaksanaan tugas pembinaan masyarakat di linghupgiaes; dan

Urusan administrasi dan ketatausahaan (Urmintu),ngyabertugas

menyelenggarakan kegiatan administrasi dan ketztaas ;

Unit Pembinaan Perpolisian Masyarakat (Unitbintisjnayang bertugas
membina dan mengembangkan kemampuan peran sertaraieg melalui
polmas dalam rangka menyelesaikan masalah — rahasasial yang terjadi

dalam kehidupan masyarakat ;

. Unit Pembinaan Ketertiban Masyarakat (Unitbintilsinazang bertugas yang

melakukan pembinaan di bidang ketertiban masyartdthadap komponen

masyarakat antaaralain remaja, pemuda, wanitartgnamak ; dan

. Untin Pembinaan Keamanan Swakarsa (Unitbinkamsa)g yoertugas yang

melakukan pembinaan dan mengembangkan bentuk beraniswakarsa
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dalam rangka meningkatkan kesadaran dan ketaatemyanakat terhadap

hukum dan pengkoordinasi dan pengawas Polsus dparSa

1.5 Saranadan prasarana

Karena Humas atau Binmas belustate of being, maka mereka
menjalankan tugasnya di satu gedung mereka sestdiii yang lebih di kenal

dengan polres majalengka.

Tentu saja mereka tetap mempunyai fasilitas segdimg di sediakan
oleh instansi untuk kenyamanan dalam bekerjainhali lakukan agar pera staff
Binmas bisa lebih berkonsentrasi dalam melakukakensean mereka yang

berkaitan langsung dengan perusahaan ataupun gtaknal .

Adapun di bawah ini adalah tabel beberapa fasiltng tersedia

di ruangan Binmas:

Tabel 1| fasilitas ruang Binmas Polresta Majalengka

No.| Alat tulis kantor Jumlah Keterangan

1. Ruangan 2 ruangan | Ruang
Kasatbinmas
dan Ruang staff

Binmas
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2. Komputer 2 buah 1 rusak
3. Meja 8 buah -
4 printer 2 bual 1 rusal
5 scannel 1bual
6. Tv 2 buah
7 Lemari 3 buah

perpustakaan

Sumber : laporan administrasi Binmas Polres Magitan

Dengan fasilitas yang di sediakan oleh instanshadtapkan karyawan
dan staff Binmas bisa bekerja lebih baik lagi sebagtuan Binmas yang reaktif
dan produktif. Serta bisa membuat opini publik déra instansi selalu positif.
Karena nama baik yang di sandang oleh instansaméugg kepada baik dan
buruknya tugas yang di jalankan oleh satuan Binmas.

Saat Polres Majalengka mendapatkan prestasi dékeperhasilan

pembinaan dan penyuluhan masyarakat di wilayalayafli setempat dikawasan

[,
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Polres Majalengka, di ikuti pula oleh prestasi dalbidang kerapihan dan giat
dalam penyusunan laporan pekerjaan. Berbagai pegagradari Polda menandai
pengakuan atas prestasi tinggi dalam bidang keaapihn giat dalam penyusunan
laporan pekerjaan. Prestasi lain yang di capaiahdalengenai pembinaan Saka
Bhayangkara di beberapa sekolah khususnya sekotatengah pertama dan

sekolah menengah atas atau kejuruan.

1.6 Lokas dan Waktu PKL

1.6.1 Lokasi

Penulis mengadakan praktek kerja lapangan atau BKIPolres
majalengka JI.K.H Abdul Halim Majalengka, Jawa Ba4&411. Sebuah
instansi pemerintah yang bergerak di bidang pekyatan keamanan di
masyarakat, kemitraan dengan masyarakat adalalh sa@tu kegiatan
layanan sosial untuk menciptakan kehidupan masgansng aman tertib
dan sadar hukum. Disini penulis di tempatkan diidagatuan Binmas di
gedung Polres Majalengka, yang merupakan gedung ydmsus di
sediakan untuk kegiatan pelayanan masyarakat dadrkeistrasian dari

Polres majalengka.

1.6.1 Waktu

Dimaksudkan agar sesuai dengan disiplin ilmu ypegulis tekuni di
Universitas Komputer Indonesia (UNIKOM). Disini pdis mengadakan kerja
praktek selama 1 (satu) bulan, terhitung mugmggal 01 juli 2011 sampai

dengan 31 juli 2011.
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Semua kegiatan PKL ini di harapkan bisa menjadi bancatan
bagi penulis untuk melanjutkan persaingan ke dalama kerja yang lebih
sulit agar mendapatkan dasar-dasar ilmu kehumasan BR untuk
menghadapi secara langsung realita persaingan aanbekerja sebagai

Humas yang handal.
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